
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tah~n 1956 
tentang Pernbentukan Daerah Otonorn 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

Mengingat 

a. bahwa barang milik daerah sebagai salah saru 
unsur pen ting dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pernbangunan Daerah, maka 
Barang Daerah perlu dikelcla secara tertib dar, 
profesional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perl u 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
tentang Pengelolaan Barang M ilik Daerah: 

Men imbang 

BUPATI NIAS, 

DENG;\N RAHMA T TUHAt""l YANG '\-1AHA ESA 

PER!\. TURAN DAERAH K.ABUP ATEN NIAS 
NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PENGELOLAAN BARANG l\llLlK DAERAH KABUPATEN NIAS 

SERI: E ~OMOR: 8 

:t.,EMBARAN DAERAH 
KABUPATEN NIAS 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3815); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tatum 2003 Nornor 47, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

:5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

, . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Peruerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 443 7), sebagairnana tel ah diubah 
beberapakali terakhir dengan Unriang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 4844); 



,..., 
.) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 
tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 
Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2967); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
temang Rurnah Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69~ 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3575). sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 31 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rurnah Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4515); 

1 1. Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Ncrnor 
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nornor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3643); 

: 2. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 200 l 
tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang 
Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat 
Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Repnblik Indonesia 
Nomor 4073 ): 



13. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pernerintah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 495, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503); 

l 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4578); 

'6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593 ); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nornor 20, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomcr 
~609), sebagairnana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah; 

-: 8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 200'7 
tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara 
Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4734); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 20l0 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

21 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
40 Tahun 1974 Tentang Cara Penjualan Ruman 
Negeri; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Stcndarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemcrintah Daerah sebagaimana telan 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor I l T ahun 2007 ten tang Perubahan atas 
Peraruran Menteri Dai am Negeri Nomor 7 tahun 
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

23. Pcraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 
Tahun 200 I tentang Sistem r nformasi 
Manajemen Barang Daerah; 

:25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Iahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan 
Nomor Kode Barang Daerah Provinsi I 
Kabupaten I Kota; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 12 
Tahun 2003 tentang Pedornan Penilaian Barang 
Daer ah; 

27. Peraturan Dacrah Kabupaten Nias Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Wajib 
dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 
Seri E); 
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BUPATJ NIAS 

dan 

NIAS 

DEW A.~ PERWAKJLAN RA.KY AT DAERAH K.ABUPA TEN 

Dengan Persetujuan Bersama 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nomor o Seri D); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 
Seri D); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 8 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 
Nomor 8 Seri D); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias N omor 9 
Tahun 2008 tenrang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecarnatan dan Kelurahan Kabuparen Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 
Nomor 9 Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor l O 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Ncmor l O Seri D); 

• 
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10. 

9. 

., , . 
6. 

5. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
! . Daeran adalah Kabupaten Nias, 
':• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonorni dan 
tugas pembantuan d.engan prinsip otonomi scluas-luasnya da!am 
sistern dan pr insip Negara Kesatuan Republik ludonesia. 
Pernerintal. Daerah adalah Bupati Nias, clan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penye lenggara Pemerintah Daerah. 
Bupati adalah Bupati Nias. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. 
Barang Milik Daerah adalah sernua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan 
tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, 
penentuan keburuhan, pcnganggaran, standarisasi barang dan 
harga, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
penggunaan, peman faatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pernindah tanganan, penata usahaan, inventarisasi, 
pernbinaan. pernbiayaan dan tuntutan ganti rugi. 
Pernbantu pengelola barang miiik daerah selanjutnya disebut 
pembantu pengelola adalan pejabat yang bertanggungjawab 
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik daerah 
yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 
Penggunaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna 
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah. 

BAB I 

K.ETENTUAl~ UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAJI IENTANG 
PENGELOLAAN BARANG l\llLIK DAERAH. 

Menetapkan 

1\1EMUWSKAN : 

G . . 
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l I. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah Kepala Satuan 
Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. 

13. Pengurus Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengurus 
Barang yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah 
da lam proses pemakaian, yang ada d isetiap satuan kerja perangkat 
daerah/unit kerja. 

!.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SK.PD 
adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang. 

! 5. Unit Kerja ada!ah bagian c;;KPD selaku kuasa pengguna barang. 
: 6. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan 

Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebagai 
Pernbantu Pengelola Barang Milik Daerah. 

17. Penenruan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk 
merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai 
pedoman dalam melaksanakan pernenuhan kebutuhan dan/atau 
perneliharaan barang daerah yang akan datang yang dituangkan 
da lam anggaran. 

i 8. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan barang daerah dan/atau pemeliharaan barang daerah 
untuk menghubungkan pengadaan dan/atau pemeliharaan yang 
telah lalu dengan keadaan yang scdang berjalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

19. Penilai adalah pihak yang rnelakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kornpetensi yang dirnilikinya terdiri dari penilai 
internal dan penilai eksternal. 

20. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah 
adalah pernbakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah 
dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan 
standarisasi. 

11. St.mdarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai 
jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 

22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pernenuhan 
kebutuhan barang daerah dan jasa. 

23. Penyirnpanan adaiah kegiatan untuk melakukan pengurusan 
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam 
gudang a tau ruang penyirnpanan lain nya. 



24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang 
milik daerah dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke satuan 
kerja/unit kerja pemakai. 

25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan peiaporan basil pendataan barang milik daerah. 

26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang rnilik 
daerah sesaai tugas pokok dan fungsi SK.PD yang bersangkutan. 

27. Pernanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SK.PD 
dalam bentuk sewa, pinjarn pakai, kerjasama pemanfaatan dan 
bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak rnengubah 
status kepemilikan. 

28. Sewa adal.ih pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 

29. Pinjam Pakai adalah · penyerahan penggunaan barang antara 
Pernerintah Pusat dengar. Pemerintah Daerah atau antara 
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima 
irnbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir barang 
diserahkan kembali kepada pengelola barang. 

30. Kerjasama Pernantaatan ada!ah pendayagunaan barang rnilik 
daerah o1eh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan, penerirnaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah 
dan sumber pernbiayaan lain nya. 

31. Bangun Guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah 
berupa tanah oleh Pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilirasnya, k emudian didayagunakan oleh 
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kernbali tanah beserta 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya 
jangka waktu. 

32. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang rnilik daerah 
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan Langunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, clan sete lah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak iain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, 

:n. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalarn 
Pengurusan barang milik daerah dalarn benruk fisik, administratif, 
Pengasuransian dan tindakan upaya hukum. 

9 
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34. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar 
semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap 
untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna. 

35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 
didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan 
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai 
barang milik daerah. 

36. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 
daftar inventaris dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat 
berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa 
pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab 
adrninistrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
pen guasaannya. 

37. Pernindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal 
Pernerintah Daerah. 

38. Penjualan adalah pengalihan barang milik daerah kepada pihak 
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

39. Tukar Menukar barang milik daerah/tukar guling adalah 
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara 
Pernerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah 
Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dengan 
rnenerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya 
dengan nilai seimbang, 

40. Hibah adalah pengalihan kepernilikan barang dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pernerintah Daerah, ntau 
dar: Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa mernperoleh 
penggantian. 

41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang sernula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungk:an sebagai modal/saharn daerah 
pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukurn 

. lainnya yang dimiliki daerah. 
42. Penata Usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

·B. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP 
ad.alah daft:ar yang memuat data barang yang digunakan oleh 
masing-masing pengguna. 



(1) Pengelolaan barang milik daerah di laksanak.m berdasarkan azas 
fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan, 
efisiensi, akuntabilitas dan kepastian ni lai. 

(2) Pengelolaan barang rnilik daerah meliputi : 
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
b. pengadaan; 
c. penerirnaan, penyimpanan dan per yaluran; 
d. penggunaan; 
e. penata usahaan; 
f. pemanfaatan; 

Pasai 4 

0) Barang Milik Daerah meliputi: 
a. harang ;ang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ; atau 
b. barang yang berasal dari perolehan yang sah. 

Barang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi : G> barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaar. dari perjanjian/ 

kontrak; 
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan, 

Undang-Undang ; atau 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mernperoleh kekuatan hukurn tetap. 

(2) 

Pasal 3 

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan 
keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan 
barang milik daerah. 

44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP 
adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing­ 
masing kuasa pengguna. 

45. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan 
pencatatan Barang Daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalarn 5 (lirna) Tahun. 

Pasal 2 

11 ,.1 
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Bupati sebagai pemeg&ng kekuasaan pengelolaan harang milik 
daerah, mempunyai wewenang : 
a. rnenetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; ,-,,,, 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan 

dan/atau bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; 

n-\ mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang 
\...::/ memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Nias; 
O menyetujui usul pernindahtanganan dan penghapusan barang 

milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan 
f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan. 

Pasal 6 

, l ) Bupati sehagai pernegang kekuasaan pengelolaan harang rnilik 
daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan 
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. 

12) Dalam melaksanak an ketenruan pada ayat (1), Bupati dibantu 
oleh : 
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; 
b. Kepala Bagian Perlengkapan/L mum/Unit pengelola barang 

milik daerah selaku pembantu pengelola; 
c. Kepala SKPD selaku pengguna; 
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; 
e. Penyimpan barang milik daerah; dan 
f. Pengurus barang milik daerah. 

BA.Bil 
PE.JABAT PENGELOLAAJ.~ BARA.i~G MILIK DAIERAH 

Pasal 5 

g. pengamatan dan pemeliharaan; 
h. penilaian; 
1. penghapusan; 
J. pernindahtanganan; 
k. pernbinaan, pengawasan dan pengendalian; 
L pernbiayaan; dan 
m. tuntutan ganti rugi. 



(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. menetapkan pejabat yang mengurus clan menyimpan barang 

milik daerah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik 

daerah: 
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang rnilik daerah; 
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui 
oleh Bupati; 

e. melakukan koordinasi dalarn pelaksanaan inventarisasi barang 
milik daerah; dan 

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 
barang rnilik daerah. 

(3) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pengelola barang milik 
daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan 
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-rnasing 
SKPD. V- 

( 4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang 
milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab : 
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpirmya kepada 

& Bupati melalui pengelola; 
mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan 
dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati 
rnelalui pengelola; c/" 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalarn 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi Satuan Kerja Pei angkat Daerah yang 
dipimpinnya serta mengarnankan dan mernelihara barang rnilik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

13 
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Pasa! 7 
( l) Perencanaan kebutuhan barang rn ilik daerah disusun dalam 

rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah 
mernperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. 

BAB III 

PERENCAi'ilAAN KEBUTUHAi~ DA1~ PENGANGGARAN 

' f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati 
melalui pengelola; 

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada 
Bupati melalui Pengelola; 

h. rnelakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang milik daerah yang ada daJam penguasaannya. 

1. rnenyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 
Sernesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan 
(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola; 

,:5) Kcpala Unit Pelaksaua Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna 
Barang Milik Daerah, berweuang dan bertanggungjawab : 
a. meugajukan rencana kebutuhan barang rnilik daerah bagi unit 

kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 
yang berada dal am penguasaannya; 

c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; 

d. mengamankan, mernelihara barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. 

f. menyusun dan menyainpaikan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Sernesteran ( LBKPS) dan La po ran Barang Kuasa 
Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam 
penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang bersangkutan; 
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Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pengelola barang milik daerah 
sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai tim Pernerintah Daerah dalam 

~ penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pnsal 9 
{ l) Setelah AFBD ditetapkan, pernbantu pengelola menyusun Daftar 

Kebutuhan Barang . Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar 
Kebutuhan Perneliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)~ 
sebagai dasar pelaksaan pengadaan dan perneliharaan barang rnilik 
daerah. 

( 2) Daftsr Kehutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pengelola bersama pengguna mernbahas usul Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Perneliharaan Barang Milik Daerah 
masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada 
pengguna dan/atau pengelola untuk d itetapkan sebagai Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). 

Pasal 8 

(2) Perencanaan kebutnhan pemeliharaan barang milik daerah disusun 
dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian. 

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dan ayat (2)~ berpedoman 
pada standarisasi sarana clan prasarana kerja pemerimahan daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKB MD) dan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). 

(5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Reneana Kebutuhan 
Perneliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2}, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sebagai bahan penyusunan Rencana APBD. 

15 
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Pasal 15 
( l ) Pengguna mernbuat laporan hasil pengadaan barang/_jasa 

Pernerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola. 
(2) Laporan hasil pengadaan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ), 

di.lengkapi dokumen pengadaan barangijasa. 

Pasal 14 
( l) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13, dilakukan perneriksaan 
oleh Pani.ia Pemeriksa Barang/Jasa Pernerintah Daerah. 

(2) Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pernerintah Daerah ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

13) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mernbentuk Panitia 
Perneriksaan Barang/Jasa. 

Pasal 13 
( l) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(7) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus 

dan menganut azas keseragarnan, yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 12 
fl) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh 

Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah. 
(2) Panitia Pengadaan Barang/jasa Pernerintah Daerah ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Nias. 
(3) Bupati danat melirnpahkan kewcnangan kepada SKPD untuk 

mernbentuk Panitia Pengadaan Barang/jasa. 

Pasal 11 
Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip­ 
prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif serta akuntabel. 

BAB IV 

PENGADA.Afl 
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( l ) Pernerintah Dacrah menerirna barang dari pernenuhan kewajiban 
Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari 
suatu perij inan tertentu. 

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang 
merupakan sumbangan, hibah, wakaf dau penyerahan dari 
rnasyarakat. 

(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) dan (2} dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima (BAST) 
dan disertai dengan dokumen kepernilikan/ penguasaan yang sah. 

Pasal 19 

( l ) Panitia Perneriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 14 ayat (2), bertugas merneriksa, meneliti dan menyaksikan 
barang yang diserchkan sesuai dengan persyaratan yang tertera 
Jalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan 
Serita Acara Perneriksaan. 

( 2) Serita Acara sebagaimana d imaksud pada ayut (l )~ d ipergunakan 
sebagai salah satu syarat pembayaran 

Pasal 18 

( 1) Hasii pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh 
Kepala :)KPD, kernudian melapcrkan kepada Bupati untuk 
ditetapkan penggunaannya. 

! 2) Penerirnaan barang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, dengan 
mernbuat Berita Acara Pemeriksaan. 

Pasal 17 

BABY 

PE1"""ERIMAAN DAN PENY ALURAN 

Pasal 16 

( 1) Hasil pengadaan barang diterima oleh Penyimpan Barang. 
(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), 

berkewajiban melaksanakan tugas adrninistrasi penerimaan barang 
milik daerah. 

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i ), selanjutnya 
disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. 
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Pasal 23 
f I) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan 

dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang. 

Pas~l 22 
,: l) Status penggunaan »arang rnilik daerah ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagairnana 

diinaksud pada ayat (l ), diatur dengan tata cara sebaga i berikut: 
a. pengguna melaporkan barang rnilik daerah yang diterirna 

kepada pengelc!a disertai dengan usul penggunaannya; dan 
b. pengelola meneliti usui pengguaaan sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (2) l.uruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya. 

Pasal 21 
Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk 
penyelenggaraan rugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan 
oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

PENGGiJNAAN 

BA.B VI 

Pasal 20 

( 1) Penyaluran barang rnilik daerah oleh penyimpan barang 
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang 
(SPPB) dari Pengguna/ Kuasa Pengguna disertai dengan Berita 
Acara Serah Terima. 

(2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada 
pengelola melalui pembantu pengelola. 

fJ) Kuasa pengguna wajib mclaporkan stock atau sisa barang kepada 
pengguna. 

( 4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan 
aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (I) dan ayat (2) . 

(5) Hasil Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dan ayat 
(2), dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBrvID). 

• 
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(1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyirnpan dokurnen kepemiiikan 
barang milik daerah selain tanah dan bangunan. 

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah 
da-t/atau bangunan rnilik pemerintah daerah. 

Pasal 25 

( 1) Pe ngguna/Kuasa Pengguna rnelakukan pendaftaran dan pencatatan 
barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna 
(DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DB.KP) menurut 
penggolongan dan kodefikasi barang. 

f2) Pencatatan barang milik daerah sebsgaimana di.naksud pada .iyat 
( i ), dirnuat dalarn Kartu Inventaris Barang A, RC> D, Edan F. 

(3) Pe mbantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan 
pendaftaram barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I:) dalam Daftar Barang Milik Daerah {DBMD). 

Pasal 24 

Pembukuan 

Bagian Pertarna 

BAB VII 

PENATAUSAHAAN 

(2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah 
dan/atau bangunan tennasuk barang inventaris lainnya yang ti dak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui 
pengelola. 

0) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang 
tidak digunakan untuk menyeienggarakan tugas pokok dan fungsi 
SK.PD bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa 
pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan 
dirnaksud. 

f 4) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tu gas 
pokok clan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya 
dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. 
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(2) 

• 
Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal r/ 
27 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca 
Pernerintah Daerah. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 \ disampaikan secant 
berjenjang. 

0) 

(3) 

t)) 

Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang serr:esternn 
dan tahunar.. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada 
Bupati rnelalui pengelola, 
Pernbantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dirnaksud ) /lh1J j • 
pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). ,-/ / ,~IA- 

Pasal 28 

( 1) 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 
Pasal 27 

,\7) 

(6) 

t5) 

Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )~ ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .~ 
Sensus barang rnilik daerah Kabupaten, dilaksanakan serentak 
seluruh Indonesia. 
Pengguna menyarnpaikan hasil sensus kepada pengelola pa ling 
lambat 3 (tiga) bulau setelah selesainya sensus. 
Pernbantu Pengelola menghirnpun hasil inver.tarisasi barang m ilik 
daerah. 
Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam 
pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l ). 

(4) 

Bagian Kedua 
Inventarisasi 

Pasal 26 

( l) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah 
setiap 5 (lirna) tahun sekali unruk menyusun Buku Inventaris dan 
Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik .....,.-­ 
pe merintah daerah. 

(2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang milik 
daerah. 

• 
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I • 

d. 
c. • 

sew a; 
pinjam pakai; 
kerja sama pemanfaatan; dan 
bangun guna serah dan bangun serah guna. 

a. 
b. 

Bentuk-bentuk pernanfaatan barang rnilik daerah berupa : 
Pasal 31 

Pasal 30 

(I) Pernanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 
selain tanan danatau bangunan yang dipcrgunakan untuk 
menunjang penyelenggaraan tugas pokok Gan fungsi SK PD, 
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetuiuan 
pengelola. 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah 
rnendapat persetujuan Bupati. 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah 
mendapat persetujuan pengelola . 

.:4) Pemanfaat.,n barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
pertirnbangan teknis dengan memperhatikan kepentiugan 
negara/daerah dan l.epentingan umum. 

Bagian Kesatu 

Kriteria Pemanfaatan 

BAB VIII 

PEMANFAATAN 
• 

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang 
milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24, Pasal 26 dan Pasal 27, mernpergunakan aplikasi Sistem Informasi 
\.1anajemen Barang Daerah (SIMBADA) . 

• 

Pual 29 
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Pasal 34 
( 1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan mau pun 

• selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjampakaikan untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Pinjam pakai barang mi!ik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
• maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh 

pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati, 

( 1) Pernanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 32 dapat dikenakan retribusi. 

f2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan dengan Peraturan 
Dae rah. 

Pasal 33 

,:7) 

16) 

(5) 

,A) 

--·~ (3) 

(2) 

Pasal 32 

Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak 
yang belum dimanfaatkan oleh pernerintah daerah, dapat 
disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah. 
Barang milik daerah yang disewakan, tidak berubah status 
kepemilikan barang daerah. 
Penyewaan barang milik daerah berupah tanah dan/atau bangunan 
dilaksanakan oleh pengelola setelan mendapat persetujuan dari 
Bupati. 
Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau 
bagunan, selain tanah dan/atau bagunan yang masih dipergunakan 
oleh pengzuna, di laksanakan cleh pengguna setelah rnendapat 
persetujuan dari pengelola. 
Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang. 
Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa­ 
mcnyewa, yang sekurang-kurangnya, memuat : 
a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian: 
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka 

waktu; 
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; da n 
d. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
Hasil penerimaan sewa disetorkan ke Kas Daerah. 

(1) 



(3) 

(2) 

( l) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai 
berikut: 
a. Kerjasarna pernanfaatan barang milik daerah atas tanah 

dan/atau bangunan yang sudah diserahkan olen pengguna 
kepada pengelo! a; 

b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau 
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan 

c. Kerjasarna pernanfaatan atas barang milik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan. 

Kerjasama pe.nanfaatan atas barang rnilik Jaerah sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola 
setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 
Kerjasama pernanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) hurufb dan c, dilaksanakan oleh pengguna 
setelah mendapatkan persetujuan pengelola. 

Pasal 36 

Kerjasarna pernanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain 
dilaksanakan dalarn rangka : 
a. Mengoptirnalkan daya guna dan has il guna barang milik daerah; 

dan 
h. Meningkatkan penerirnaan daerah. 

Pa:rnJ 35 

(5) . / 

(4) 

Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status 
kepemilikan barang daerah .. 
Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 
( dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
Peiaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian 
yang sekurang-kurangnya mernuat: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis, luas dan jumiah barang yang dipinjarnkan; 
c. jangka waktu perninjaman; 
d. tanggu.igjawab pemmjam atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selarna jangka waktu peminjaman; dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu, 

(3) 

• 
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Pasal 39 
(l) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pernanfaatan, Bupati 
menetapkan status penggunaanpemanfaatan atas tanah dan/atau 
bangunan sesuai l.etentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa! 38 

rl ) Kerjasama pernanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD 

untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan 
yang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah dirnaksud; 

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/Ielang 
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lirna) 
peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus 
dapat dilakukan penunjukan langsung; 

c. besaran pernbayaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil 
perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati; dan 

d. pembayaran kontribusi retap dan pernbagian keurtungan basil 
kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun 
selama j angka waktu pengoperasian. 

(2) Biaya pengkajian, penelnian, penaksir dan pengumurnan 
tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeLmja 
Daerah. 

(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
pe nyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, 
dibebankan pada Pihak Ketiga. 

( 4) Selarna jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasarna pemanfaatan 
dilarang rnenjaminkan atau menggandaikan barang milik daerah 
yang rncnjadi obj ck kerjasarna pemanfaatan. 

15) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puiuh) 
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Pasal 37 
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a. pihak--pihak yang ierikat dalam perjanj iai; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jangka waktu bangun guna serah; 

Fi~.n:.:'k~n ~·.~1 .~ :)~~11~~ ,-i!l-jk:,:1: .', ~~'1 b ·:·. \ .~:-·,·. ~t • ~- - r :·,~:' >:;1 \:r~ \.:tn·- .. - 
s.~-:..~urdng-k'.Jf~!-~11\·.~~·c:L memuat : 

(l ) Penetapan mitra Bangun Gun a Serah dilaksanakan melalui 
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 
(lima) peserta/pemiuat. 

(_2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan seiama jangka 
waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : 
a. mernbayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang 

besarannya d itetapkan berdasarkan hasi I perb itungan tim 
yang dibentuk oleh Bupati; 

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan 
objek Bangun Guna Serah; dan 

c. mernelihara objek Bangun Guna Serah; 
(3) Oojek ban~m, guna serah sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah 
Daerah. 

(4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak 
bo leh dijad ikan jaminan dan/atau diagunkan. 

t5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah 
daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undan gan. 

(6) Jangka waktu bangun guna serah p:.,,!ir~~: 12r-1? ]0 (<,:? ;w\:L) t:J\Ui: 

s(ak pcrjcnjian dite.ndatangr.ni. 

Pasal 40 

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan 
pelayanan umum dalam rangka penyeienggaraan tugas pokok 
dan fungsi; 

b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh 
pengguna kepada Bupati; dan 

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
untuk penyediaan bangunan dan fasi litas dirnaksud, 

fl) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1 ), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 
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,. : .. .; . t ·. ., ·: ~ : ~ ~:; : ... /.L ~·:\-.~ 
wrktu p\:.nf.~-'-1~1c;r::~st2n, harus .nernenu.ii k~·.--.~.:1ji~~_.L ... 1 -,.;:~:bL·~ai beril.ur : 
a. mernbayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk 
oleh Bupati; 

{ i, i . -~ ~ ·-~) r~; . ~? 
.. '{ .; ~ :-:.~ ~ . .: u fl .''_; ..... L. .. l i 

I ' I\. t ~. 

Pasal 42 

Pasal 41 

( 1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pemerintah daerah memerlukan bangur.an dan fasilitas bagi 

penyele.oggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan 
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi; 

b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh 
pengguna kepada Bupati; dan 

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. 

(2) Bangun serah guna barang milik daerah seuagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
dan 

e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama 

pemerintah daerah. 
(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
penyusunan Surat Perjanj ian, konsultan pelaksana/pengawas, 
dibebankan pada pihak pemenang. 

(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhi-, objek bangun guna 
serah terlebih dahu lu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional 
pernerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh 
Bupati. 
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Pasal 43 

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. mi tra Bangun Serah Guna harus menyerahkan liasil Bangun Serah 

Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan ; 
b. rnitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik 

daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat 
perjanjian; dan 

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan 
objek Bangun Serah.Guna; dan 

c. memelihara objek bangun serah guna. 
(3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah 
daerah. 

(4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan 
jaminan hutang/diagunkan. 

(5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah 
daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun 
sejak perjanjian ditandatangani. 

(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang 
sekurang-kurangnya memuat : 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ; 
b. objek bangun serah guns ; 
c. jangka waktu bangun serah guna ; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ; 

dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas narna 
pemerintah daerah. 

(9) Biaya pengkajian. penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

( 10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, 
d ibebankan pada pihak pemenang. 
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Pasal 45 

(I) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama 
Pernerintah Daerah. 

{2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. 

(3) Barang milik daerah selain tanah darJatau bangunan hams 
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah 
daerah, 

( l) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajih melakukan 
pengamanan barang mil ik dae rah yang berada dalam 
penguasaannya, 

12) Pengamanan barang milik daerah sebagairnana dirnaksud pada 
ayat ( 1 ), meliputi : 
a. pengamanan adrninistrasi mel iputi keg.iatan pernbukuan, 

inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen 
kepemilikan; 

b. pengamar.an fisik untuk rnencengah terjadinya penurunan 
fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya 
barang; 

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan 
cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan 
bangunan dilakukan dengan cara penyirnoanan dan 
perneliharaan; dan 

d. pengarnanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi 
bukti status kepemilikan. 

BAB IX 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian Kesatu 
Pengamanan 

P~sal 44 

• 

- . 
setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun 
Serah Guna terlebih dab ulu diaudit oleh aparat pengawas 
fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan 
oleh Bupati . 

c. 
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Pasal 50 

Penetapan nilai barang rnilik daerah dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedornan pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan {SAP). 

BABX 
PENlLAIAN 

Pasal 49 
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 
neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pernindahtanganan barang 
milik daerah. 

( 1) Pengguna dan /arau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil 
Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada pengelola secara 
berkala. 

(2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang 
dilakukan dalam I (satu) tahun anggaran. 

(3) Laporan hasil perneliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

PasaJ 48 

('"') ,_.) 

(2) 

Pasal 47 
Pernbantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang 
bertangung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada 
di bawah penguasaannya. 
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berpedoman 
paJa Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(DKBMD). 
Biaya perneliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD 
Ka bu paten N ias. 

(1) 

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan 
daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 46 
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{ l) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut 
pernusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud : 
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat di:manfaatkan dan/atau 

tidak dapat dipindahtangankan ; atau 

Pasal 54 

Pasal 53 

( 1) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 52 huruf a, dilakukan dalam hal barang rniiik daerah 
dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna 
dan/atau kuasa pengguna. 

{_2) Fenghapusan barang milik daerah sebagaimnna dimaksud dalam 
Pasal 52 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah 
dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau 
ka rena sebab-sebab lain. 

I)) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati. 

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
de ngan Keputusan Bupati. 

BAB XI 
PENGHAPUSAN 

Pasal 52 
Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi : 
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa 

Pengguna,dan 
b. Penghapusan dari Dafiar Barang Milik Daerah. 

Pasal 51 

( l) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
49, dilakukan oleh penilaian internal yang ditetapkan oleh dan 
dapat melibatkan penilai eksternal yang bersetifikasi dibidang 
penilaian asset. 

(2) Penilaian barang rnilik daerah berupa tanah dan /atau bangunau 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi 
terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

(3) Hasil penilaian harang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pasal 57 
{I) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 56, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelan 
mcndapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk : 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 

5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah). 
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d. penyertaan n.odal pemerintah daerah. 

h. 
a .. 
Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 

• 1 penjuaian; 
tukar rnenukar; 
hibah; dan 

Bagian Kesatu 
Bentuk-Bentuk Pemind2htanganan dan Persetujuan 

Pasal 56 

BABXII 
.PEMINDAHTANGANAN 

Pasal 55 
tl) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat 

dipergunakan, dihapus dari Daftar lnventaris Barang Mitik Daerah. 
!2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 
G J Barang milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimakssd pada 

ayat (2) dan masih mcmpunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan 
melalui : 
a. pelelangan umum/pelelangan terbatas ; dan/atau 
b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. 

(_4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada 
ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah. 

G) 

"?) «- 

b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangas yang 
berlaku. 

Pernusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibksanakan 
oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 
Pelaksanaan pemusnahan sehagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan 
kepada Bupati. 



32 

Bag:an Kedua 
Penjualan 
Pasal 60 

( l) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan 
pertirnbangan : 
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang ber!ebih atau idle; 
b. secara ekonornis lebih menguntungan bagi daerah apabila 

dijual; dan 
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
{2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali 

dalam hal-hal tertentu, 
(3) Pengecualian sebagaimana cimaksud pada ayat (2), rneliputi : 

a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; 
b. penjualan rumah golongan Ill; dan 

Pasal 59 
Pernindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lirna milyar rupiah) 
dilakukan oleh Pengelola setelah rnendapat Bupati. 

'2) Pemindahtanganan barang miiik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l ) huruf a yang tidak 
mernerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
apabila: 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan 

kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan penggati 

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil; 
d. diperuntukan bagi kepentingan umum; dan 
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang jika status 
kepernilikannya dipcrtahankan tidak layak secara ekonomis. 

Pasal 58 
Pemindahtanganan barang rnilik daerah berupa tanah dan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) ditetapkan der.gan 
Keputusan Bupati. 

• 
I 
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Pasal 63 
f 1) Penghapusan/penjualan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 62 

ayat (l) huruf b, yang te!ah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih. 

Paragraf 2 
Penj ualan Kendaraan Dinas Operasional 

Pasal 62 
Penghapusan/Penjualan K.endaraan Dinas operasional : 
( 1) Penghapusan/Penjualan kendaraan di nas operasional terd iri dar i : 

a. kendaraan dinas operasional; dan 
b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. 

C2) Kendaraan dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf a 
yang berurnur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar 
inventaris barang milik daerah. 

13) Bupati meretapkan lebih lanjut urnur kendaraan dinas operasional 
sebagairnar.a dimaksud pada ayat (2) dengan mernperhatikan 
kondisi daerah masing-rnasing. 

(4) Penjua!an kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan setela-i dihapus dari daftar inv entaris barang milik 
daerah. 

(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan urnurn 
dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) 

( 1) 

P aragrcf I 
Penjualaa Kendaraan Perorangan Dinas 

Pasal 61 
Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peratursn perundang-undangan. 
Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh 
Pejabat Negara yang berurnur 5 (lima) tahun lebih, da . .pat dijual 1 
(satu) unit kepads yang. bersangkutan setelah masa jabatannya 
berakhir. 

... 

c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh 
pengelola. 

Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3 ), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(4) 

I 

l 
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Pasal 66 
Rurnah (i;nas daerah yang Japat dijualbelikan atau disewakan, dengan 
ketentuan : 
::1. Rurnah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya 

mcnjadi rurnah dinas daerah golongan Ill; 
b. Rurnah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) 

tahun atau lebih; 

Pasal 65 
i: I) Rurnah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan 

fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi 
dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya 
menjadi rumah dinas daerah golongau II. 

12) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi 
rurnah dinas golongan III, kecuali yang terlet.ik di suatu kompleks 
perkantoran. 

(3) Rumah dinas golongan H dapat diubah statusnya menjadi rurnah 
dinas daerah golongan I untuk mernenuhi kebutuhan rumah 
jabatan. 

Paragrcf 3 
Penjualan Rumah Dinas Daerah 

Pasal 64 
1: l) Bupati menetapkan golongan rurnah dinas daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a. rumah dinas daerah gclongan I (rumah jabatan) ; 
b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) ; dan 
c. rumah dinas daerah golongan Ill (perumahan pegawai). 

,3) 

Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan 
urnurn/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan 
Bupati. 
Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (I) sudah ada kendaraan pengganti 
dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. 

(2) 
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Paragaf 4 
Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau bangunan 

dengan ganti Rugi · 
Pasal 69 

0) Pernindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses 
dengan pertimbangan menguntungka.n daerah. 

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek 
Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia 
Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat 
dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang 
penilaian aset. 

Pasal68 
Pelepasan hak ata s tanah dan pengbapusan dari Daftar Inven taris Barang 
Miiik Daerah ditetapkan dengar.. Keputusan Bupati setelah harga 
penjualan atas tanah dan/arau bangunannya dilunasi. 

Pasal67 
( 1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta 

tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan 
penilaiannya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia 
Penilai yang dibentuk dengan keputusan Bupati. 

(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (I), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana 
dirnaksud pad a ayat ( 1 ), disetor ke ka s Dae rah. 

e. 
f. 

fl 

d. 

Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah 
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum 
pemah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari 
pemerintah daerah atau pemerintah pusat; 
Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni 
yang pemegang Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oieh 
Bupati. 
Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan 
Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, rnaka untuk memperoleh hak 
atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. 

c. 
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I l) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan 
pertimbangan : 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 

pernerintahan; 

Paragraf 5 

Penjualan Barang Miiik Daerah 
selain Tanah dan/atau Bangunan 

Pasal 71 
,: l ) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l ), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola; 
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan 

oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya; 
c. pengeloJa menerbitkan keputusan untuk menvetujui atau tidak 

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna 
dalam batas kewenangannya; dan 

d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mangajukan usul 
penjua!an disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud. 

0) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola 
untuk penj ualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

1A) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah. 

Bagian Ketiga 
Tokar Menukar 

Pasal 72 

Passi iO 
( l} Ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 69, tidak berlaku 

bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai 
negeri. 

(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri 
ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ), dilakukan dengan pelelangan/tender, 



Pasal 74 

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 
73 ayat (1) huruf a Jan b, dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai 
herikut: 
,:. Pengelola mengajukan usul rukar rnenukar tanah dan/atau 

bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan 
kelengkapan data; 

b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan 
mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah 
dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonornis dan yu.idis: 

c. Apabita mernenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati 
dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah 
dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; 

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah 
rnendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. Pengelola rnelaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan 
sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; 
dan 

( 1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh K epala 

SK.PD kepada Bupati melalui pengelola; 
b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk 

penyelenggaraau rugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak 
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan 

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
( 2) Tukar menukar sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ), dilaksanakan 

oleh pengelola seteiah mendapat persetujuar Bupati sesuai batas 
kewenangannya, 

Pasal 73 

b. untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan 
c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan 

pihak : 
a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 
b. Antar Pemerintah Daerah; 
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah Atau Badan Hukum milik 

pemerintah lainnya; 
d. Swasta. 

""' .) i 
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c 

Pasal 77 
Hibah barang milik daerah berupa : 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala saiuan 

kerja perangkat daerah kepada Bupati; 

• 

(2) 

Bagian Keempat 
Hibah 

Pasal 71j 
Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan 
untuk kepentingan sosial, keagamaan, kernanusian dan 
penyelenggaraan pernerintahan. 
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang 

banyaK;dan 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . 

0) 

Pasal 75 
Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
73 ayat ( l) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut : 
a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola 

disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil 
pengkajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertirnbangan perlunya 
tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, 
ekonomis dan yurid is; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola 
dapat mernpertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas 
kewenangannya; 

d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat 
persetujuan pengelola; dan 

e. pelaksanaan serah terima barang diruangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima Barang, 

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang 
pengganti hams dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 
Barang. 
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Bagian Kelima 
Pcnyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pasa, i9 
{I) Penyertaan Modal Pernerintah Daerah atas barang milik daerah 

dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan 
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan 
hukum lainnya yang dirniliki oleh Pemerintah dan swasta. 

( 2) Barang mi lik daerah ya!lg dijadikan sebagai penyertaan modal 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan oleh 
Bupati setelah mendapat persetujuan Dewar, Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

13) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Dae rah. 

Pasal 77 huruf d, 
mendapat persetuj uan 

(4) Hi bah sebagaimana dimaksud d alam 
dilaksanakan olch pengguna setelah 
pengelola. 

Pasal 78 
t: I) Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, 
kecuali tan ah dan/atau bangunan sebagaimana dirnaksud da lam 
Pa ~I 5 7 ayat (2t 

(2) Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, ':fang 
bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapa- persetujuan 
DPRD. 

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dihibahkan; 

c. Se lain tanah daniatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala 
SKPD kepada Bupati Nias melalui pengelola; dan 

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dihibahkan. 



BAB XIV 
PEMBIA Y AAl~ 

Pasal 82 
( l) Dalam pelaksanaan tertib adrninistrasi pengelolaan barang milik 

daerah, disediakan anggaran yang Jibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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(3) 

'')"\ 
'.-) 

Pasal 81 
Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan 
investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban 
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik 
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 
Tindak lanjut sebagaiman dirnaksud pada ayat ( i ), pengelola dapat 
merninta aparat per..gawas fungsional untuk melakukan audit atas 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah. 
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan 
kepada Pengelola untuk ditinduklanjuti sesuai ketemuan 
pe .undan g-undanga 11. 

(l) 

BAB XIII 
PEMBI~AAN, PENGENDALL\N 

DAN PEN GAW ASAl"i 
Pasal 80 

( l) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. 
(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 

penggunaan, pemanfaatan, pernindahtanganan, penatausahaan, 
perneliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada 
di bawah penguasaannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pengguna, 

( 4) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat merninta aparat 
pengawas fungsional untuk mclakukan audit tindak lanjut hasil 
pernantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3). 

(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 4) sesuai ketentuan perundang­ 
undangan. 
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BAB XV 
PENY ID IKA1'\7 

Pasal 84 
0) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah 
Kabupaten Nias yang diruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang barang milik daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam K1t.1b Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebegai dirnaksud pada pasal ( l) 
berwenang: 
a. rnelakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan dengan tindak pidana atas 
pengelolaan barang milik daerah :. 

b. melakukan perneriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan barang rnilik 
daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pei.gelolaan barang 
milik daerah ; 

Pasal 83 
( 1) Setiap kerugian daerah akibar kelalaian, penyalahgunaan/ 

pelanggaran hukum atas pengek.laan barang m ilik dacrah 
diselesaikan rnelalui tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan. 

{2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi adrninistratif 
dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) 

(2) Pejabat/pegawai yang melaksanasan pengelolaan barang milik 
daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah 
diberikan insentif. 
Penyimpan barang dan pengurus barang dalarn rnelaksanakan 
tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan 
dengan kernampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. • 
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Pasal 87 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XVII 
KETENTU\.N PENUTUP 

Pasal 86 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, 
diatur deugan Peraturan Bupati, 

BAB XVI 
SENGKETA BARANG MILil( DAERAH 

Pasal 85 
( 1) Penyclesaian terhadap barang daerah yang bersengketa, dilakukan 

terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau rnufakat oleh SKPD 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), tidak 
tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukurn baik secara pidana 
maupun perdata, 

f3) Penyelesaian sebagaimana d imaksud pada ayat (2), di lakukan oleh 
Bagian Hukum dan atau Lernbaga Hukum yang ditunjuk, 

(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan 
dalarn APBD. 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 
dokurnen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
pengelolaan barang milik daerah ; 

e. rnelakukan perneriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti pelanggaran yang dapat di jadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang pengelolaan barang rnilik 
daerah ; 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut pada ayat (1) 
mernberitahukan dimulainya penyidikan dan basil penyidikannnya 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Penyidik Pegawai Negeri S ipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 :, menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umurn 
melalui Peiabar Polisi Negara Republik Indonesia. 
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LEMBARAN DAERAH KASUPATEN NI.AS T),HUN lOl l NOMO!{: 8 SER[ E 

Diundangkan di Gunungsiroli Selatan 
pada tanggal l 9 Agustus 2011 

SEKRET ARIS DAERAH Ki 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 19 Agustus 2011 

BUP ATI NIAS, 

ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang mengetahuioya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias. 
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Pernerintah Kabupaten Nias banyak memiliki dan 
menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai surnber. Barang­ 
barang tersebut dipakai oleh aparat Pemerintah untuk pelayanan 
publik dan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. 

Barang Milik Daerah rnerupakan kekayaan atau Asset daerah 
yang harus dikelola dengan baik agar dapat mernberikan arti dan 
manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan 
daerah yang besar tetapi juga hams dikelola secara efisien dan 
efektif agar tidak rnenimbulkan pernborosan serta harus dapat 
dipertanggung jawabkan. 

Dalarn kenyataannya urusan dan tanggung jawab Pemerintah 
Kabupaten Nias setiap tahunnya terns meningkar, baik dalam 
penyelenggaraan pernerintahan, pernbangunan dan kerr asyarakatan, 
terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 temang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan 
kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu 
mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 
Nias. 

L UMEl\1 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERt\H KABUAPTEN NL-'\.S 
NOMOR 8 TAHUN2011 

TEKTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
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Ayat (1) 
Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang milik 
daerah adalah pejabat tinggi pernerintah daerah 
yang mernpunyai kewenangan untuk mengambil 
tinclakan yang rnangakibatkan adanya penerimaan 
dan pengeluaran barang milik daerah dan sebagai 
pernegang kekuasaan barang milik daerah adalah 
pemegang kekuasaan tunggai yang berwenang 
rnenguji, mengendalikan clan bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan pengeiolaan barang milik 
daerah. 

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Nias 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 
tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . 
Selain ketentuan tersebut dan untuk lebih memberi kejelasan maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini diper!ukan sebagai landasan 
hukum Pernerintah Daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah 
dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola Barang 
Milik Daerah dalam rangka pernbangunan serta mcmbantu 
mangarnankan asset daerah. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pernerintah Kabupatcn 
Nias akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang 
kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang M ilik Daerah. 

• 

n. PASALDEM1PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Cukup jelas 
Pasa! 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Cukup jelas 
Pasal 5 
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Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Yang dimaksu.l dengan mengatur 
pelaksanaan adalah menindak lanjuti 
persetuj uan Bupati secara 
adrninistrasi. 

Cukup jeias 
Huruf d 

Huruf c 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
Huruf b 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Ayat (2) 
Bupati dalam pelaksanaannya dibantu 
Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam 
rangka pembinaan pengelolaan barang milik 
daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas 
terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi 
antar pengguna . 

Pasal 9 

Pasal 8 

Pasal 7 

Pasal 6 
.. 



Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

..... Cukup jelas 
Pasal 12 .. Cukup jelas 
Pasal 13 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Cukup jelas 
Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukup jeias 
Pasal 20 

Cukup jelas 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jeias 
]>asal 23 

Cukup jelas 
Pasal 24 

Cukup jelas 
Pasal 25 

Cukup jelas 
Pasal 26 

Cukup jelas 
#", Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukup jelas 
Pasal 29 

Cukup jclas 
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Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Pasal 31 

Cukup jeias 
Pasal 32 

Cukup jelas 
Pasal 33 

Cukup jelas 
Pasal 34 

Cukup jelas 
Pasal 35 

Cukup jelas 
Pasal 36 

Cukup jelas 
Pasal 37 

Cukup jelas 
Pasal 38 

Cukup jelas 
Pasal 39 

Cukup jelas 
Pasal 40 

Cukup jelas 
Pasal 41 

Cukup jelas 
Pasal 42 

Cukup jelas 
" Pasal 43 

Cukup jelas 
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Ayat (1) 
Kegiatan yang bersifat khusus seperti 
penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah 
untuk keperluan kebun binatang 
(pengembangbiakan/pelestarian), pelabuhan 
laut, udara, pengelolaan limbah, pendidikan, 
oleh raga dan dilakukan negosiasi baik teknis 
maupun harga. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (J) 

• 

Pasal 30 
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Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Cukup jelas 

,_ Pasal 46 
Cukup jelas 

• Pasal 47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cukup jelas 

Pasal 49 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cckup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 

Pasal 56 
Cukup jelas 

Pasal 57 
Cukup jelas 

Pasal 58 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Cukup jelas 

Pasal 61 
Cukup jelas 

Pasal 62 
Cukup jclas 
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Pasal ~3 
Cukup jelas 

Pasal 84 
Cukup jelas 

Pasal 85 
Cukup jelas 

• Pasal 86 
Cukup jelas 

Pasal 87 
Cukup jelas 


